
BUPATI TANA TORA.'A
PROVIISI SULAWESI STLATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA
NOMOR 1') TAHUN 2O2O

TEI{TANG
PtrRUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019

TE},ITANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KAE}UPATEN TANA TORAJA

TAHUN 2O2O

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 343 ayat (l) peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun Z6fZ iJ"t""g- f.t"
9-i Perencanaan, pengendalian a"" er'"f".St'embangunan Daera.h, Tata Cara Evalua8i Rancangan
1,.^.:1*l Daerah tentang Rencana pembangu";;;il.
r\renengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Renca'naPembangunan Jangka panjarrg Oae.afr, 

- R;;;;
lelbaa_Sunan Jangka Menengah Daerah, dr" R;;;;;
::,f1 .P"*"II-L4 Daerah, yang menyebutkan bahwar-€rubahan RKpD dan Renja perangkit Daerah daoai
o r raxuk"a:n apabila berdasarkan hasil evaluasipelaksanaannya dalam tahun berjalan menuniukk"" 

"J";;;ketidalsesuaian dengan perkemb-alga11; ----*' *"*.J-

bahwa peraturar Bupati TaIa Tor4ia Nomor 14 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten TanaTorqja Tahun 2O2O ndsk sesuai dengan p..tu-targ",
keadaan dalam Tahun 2O2O sehingga p..f" al*".,"ltan i".,diubah;

bahwa,berdr,sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam. huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peratur;;
Bupati Tana Toraja tentang perubahan O,"" p"..ir.u.
Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang R"""u; -;;;"
Pemerintah Daerah Kabupaten Tana TorAit Tahun 2O2O

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II ai Sutawesi
FT** Negara Republik Indonesia Tahu" 19S; No;;;
L4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik fnaor,eSa f,Iomo.
Nomor 1a24; $

Menimbang ; a

b.

c

I
Mengingat :l



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Nep.ara (t embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O03

'ri""*'"t ir,'""-t*an Lmbaran N egara Republik Indonesia

Nomor 4256);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

;;;;;; i"tb^ng"'at Nasional (Lembaran Nesara

o"r"ii* lndonesia Tahun 2oO4 Nomor 104' Tambahan

;;;;"" Negara Republik Indonesia Nomor 4405)l

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oO4 tentang

;;;;g". r"r",tg- antara Pemerintah Pusat dan

pemerinta]ran Daerah (Imbaran Negara Republik lndonesia

iaiun zOO+ Nomor 126, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan lnformasi Publik;

Undang-Undang Nomor !2 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (trmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tarnbahan lrcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndanS-

Undalg Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhi dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
s679);

Peraturan Pemerinta_h Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses perencanaan dan penganggaran
Pembangunan Nasional ;

Peraturar Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
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Pengelolaan Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamba}lan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 1g Tahun 2020 tentang Rencana
Pembaagunan Jangka Menengah Nasiona_l Tahun 2O2O_
2024, /l\

/

I
t.

J



11. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
-- 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah'

;;;""" telah diubah b€berapa kali terakhir dengan

p"."iuot Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Talun-2011

i"rrorrg 
""*Urf.an 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

"-"g".t"No-o. 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalial dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturar Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah' Rencala

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sutawesi Selatan Nomor 2 Tahun

2O1O tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun
2019 tentang Rencana Keda Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2020;

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 25
Tahun 2019 tentang Rencana Kela Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O20;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kabupaten Tala Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun
2012 terltarrg Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Tora-ja Tahun 2010 - 2O3O;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016 - 2O2l;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan darl Susunan perangkat Daerah;

20. Peraturan Bupati Tana Tor4ja Nomor 14 Tahun 2019
tentang Rencana Keia pemerintah Daerai Kabupaten Tana
Toraja Talun 2O2O. /*a'
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UEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

TANA TORA.IA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat-i Tana Toraja

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Kerla Pemerintah

Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 ( Berita Daerah

Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O19 Nomor 14), diubah
sebagai berikut :

1. Di antara Pasa.l 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal,

yakni Pasa.l 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A.

Rincian Peiubahan RKPD Kabupaten Tana Toraia Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Iarnpiran peraturan
Bupati ini dar merupakan bagian terpisa}Ikan dari
Peraturan Bupati ini. 4

I

x/

Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan maksud :

a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam
menyusun Perubahan Rencana Keda ( Renja ) OPD
tahun 2O2O;

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Kebljakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas
Pla-fon Anggaran sementara (PPAS) Perubahan Tahun
Anggaran 2020;

c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Perubahan Rancangan Anggara-n Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

d. Sebagai bahan evaluasi untuk memastikan Perubahan
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 telah di susun berlandaskan
Perubahan RKPD Tahun 2020.
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Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundanglan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pingundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana

Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tangga-l € %r,rt"S 
'otO

BIRINGKANA.E

Diundangkan di Makale
pada tangsal 19 fus\.,s laro

DAERAII I(ABI'PATEN TATIA TORA'4,

SEMUEL BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2O2O NOMOR (9

y' numtr relre roeura' t0-


